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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5343). 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430). 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084). 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6187). 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang 
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan 
Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729). 

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 80). 
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Penetapan Presiden Nomor 28 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 176). 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2684). 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia 
Tahun I Nomor 2 halaman 10 kolom 3). 

Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet II (Berita 
Republik Indonesia Tahun I Nomor 2 halaman 9 kolom 3-4). 

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang. 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607). 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016). 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Mepersiapkan Rancangan Undang-Undang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1125). 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 10/DPR-
GR/III/1967-1968 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

F. Putusan: 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-XIV/2016 
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XII/2015 
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai putusan pengujian Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai putusan 
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 mengenai putusan 
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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